
Abstrak 
 
 
 
Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan, landasan hukum yang digunakan oleh Jaksa 
Pengacara Negara adalah: (a) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang 
Kejaksaan Republik Indonesia; (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan 
Republik Indonesia; (c) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 
040/A/J.A/12/2010 tentang Standar Operating Prosedur (SOP) Pelaksanaan 
Tugas, Fungsi, dam Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara; dan (d) 
Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai-
Pegawai Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan 
Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan bagi yang Beragama Islam. Ratio 
Decidendi di Pengadilan dalam memutus pembatalan perkawinan yang dilakukan 
oleh Jaksa Pengacara Negara adalah alasan-alasan hukum Jaksa Pengacara 
Negara memposisikan diri sebagai Penggugat untuk melakukan pembatalan 
perkawinan, sehingga Majelis Hakim melakukan pertimbangan hukum terhadap 
dalil-dalil legal standing dari Jaksa Pengacara Negara tersebut. Penelitian ini 
menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan 
pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian ini mengedepankan 
metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) karena didasarkan 
pada pengaturan pembatalan perkawinan oleh Jaksa. Penelitian ini tertuju pada 
penelitian kepustakaan terutama bidang hukum yang berarti akan menelaah dan 
mengkaji bahan hukum primer, sekunder dan tertier. 
 
Kata kunci : Jaksa Pengacara Negara, Perkawinan, Pembatalan Perkawinan. 
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Abstract 
 
 
 
 

In implementing the provisions of Article 26 paragraph (1) of Law No. 1 of 1974 
on Marriage, the legal basis used by the state attorney are: (a) Act No. 16 of 2004 
on the Prosecutor of the Republic of Indonesia; (b) Government Regulation 
Number 9 of 1975 on the Implementation of Law No. 16 of 2004 on the 
Prosecutor of the Republic of Indonesia; (c) Regulation of the Attorney General of 
the Republic of Indonesia Number: 040 / A / JA / 12/2010 on Standard Operating 
Procedure (SOP) Implementation of Functions, Powers dam Civil and 
Administrative; and (d) Regulation of the Minister of Religion No. 3 of 1975 on 
Liability Employees-Employees Working Procedure of Marriage and Religious 
Courts in Implementing Marriage Laws and Regulations for the Islamic Religion. 
Ratio decidendi in the Court in deciding the cancellation of a marriage performed 
by the State Attorney is a legal reasons state attorney position itself as a plaintiff 
to cancel the marriage, so that the judges perform legal consideration of the 
arguments of the legal standing of the State Attorney. This study uses the 
approach legislation (statute approach) and the conceptual approach (conceptual 
approach). This study emphasizes the approach legislation (statute approach) 
because it is based on the regulation of marriage annulment by the Attorney. This 
study focused on the research literature, especially the field of law which means it 
will examine and assess the primary legal materials, secondary and tertiary. 
 
Keyword: State Attorney, Marriage, Marriage cancellation. 
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